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Abstract: among the issues appearing after the ratification of 
Free Trade Agreement by certain Muslim countries which has 
introduced shari’a-compliant economic practices is temporary 
stock exchange. It is a market presenting a different trading 
system compared to conventional market. One of its products 
is derivative transaction. It is simply a payment contract 
which its value is derived from instrument value which 
becomes its basis, such as interest rate, exchange rate, 
commodity, equity and stock exchange index, either those 
followed by liquidity or instrument movement or otherwise. 
However, credit derivative transaction is not considered this 
derivative transaction. In Islam, there is no prohibition to 
conduct agreement provided that it must be executable, with 
good intention, and clean (free from riba or usury, maysir or 
gambling, and gharar or fraudulence). An example of such an 
agreement is selling. As a result, derivative transaction is 
lawful since it is in line with the principles of sharia; good 
objective, clean, and fulfilling the requirement of an aqd 
(transaction).   
 
Kata kunci: Riba dan Bunga Bank 
 
A. Pendahuluan 
Kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami 
perkembangan, yang dulu tidak ada,  kini ada dan begitu juga 
sebaliknya. Pada masa Rasulullah, tidak ada uang kertas 
maupun lembaga keuangan seperti perbankan. Persoalan baru 
muncul dalam fikih muamalah ketika pengertian riba 
dihadapkan kepada persoalan perbankan. Di satu pihak, 
bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi, di sisi 
lain, bank mempunyai fungsi sosial yang sangat besar bahkan 
dapat dikatakan bahwa tanpa bank ekonomi suatu negara 
akan mengalami hambatan yang luar biasa untuk 
berkembang.  
                                                        
*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 
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Membicarakan bank dalam Islam, tidak  bisa dilepaskan 
dari perdebatan tentang bunga, di mana oleh sebagian ulama 
bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam al-
Qur’an secara qat}’iy. Perdebatan tentang apakah bunga bank 
termasuk riba atau bukan, telah berlangsung lama dan sampai 
sekarang masih hangat diperbincangkan, bahkan, 
menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. 
Keberagaman interpretasi tentang riba dan relevansinya 
dengan bunga bank, disebabkan karena perbedaan pendekatan 
yang  dipakai dalam menganalisis ayat-ayat riba. 
Dalam literatur klasik tidak dijumpai pembahasan yang 
mengaitkan antara riba dan bunga perbankan. Sebab lembaga 
perbankan seperti yang berkembang sekarang ini tidak 
dijumpai pada zaman mereka. Oleh karena itu, bahasan 
tentang interpretasi riba dan relevansinya dengan bunga bank 
baru ditemukan dalam berbagai literatur fiqh kontenporer. 
    
B. Wacana tentang Riba 
Akar kata riba adalah rangkaian huruf,  ra>’, ba>’ dan 
huruf ‘illah.1 Secara etimilogi, riba berarti, ziya>dah (tambah) dan 
nama>’ (tumbuh). Dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang 
seakar dengan kata riba. Meskipun masing-masing kata 
mempunyai pengertian tehnis yang berbeda, tetapi terdapat 
unsur kesamaan, yaitu tambah/lebih, tumbuh dan subur. 
Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan 
uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak 
dibenarkan shara’, apakah tambahan itu berjumlah sedikit 
maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam al-
Qur’an.2 Riba sering diterjemahkan orang dalam bahasa inggris 
sebagai “usury” yang artinya, “the act of lending money at an 
                                                        
1Tentang huruf ‘illah dalam tulisan riba  ini ada yang menulisnya 
dengan huruf wau, ada yang menulis dengan huruf ya>’, dan ada juga yang 
menulisnya dengan huruf alif. Orang Basrah menyalahkan penulisan riba 
dengan  ya>’. Tetapi penulisan riba  dengan huruf ya>’ dipakai oleh H{amzah al-
Kisa>’iy. Lihat al-Nawawy, S{ah}i >h Muslim bi Sharh} al-Nawawi, jilid 11 (Ttp.: al-
Mis}riyyah, 1924), h. 8-9. 
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exorbitant or illegal rate of interest”. Sementara para ulama fikih 
mendefinisikan riba dengan “kelebihan harta dalam suatu 
muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.”3 Maksud dari 
pernyataan ini adalah tambahan terhadap modal uang yang 
timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan 
terutang kepada pemilik uang pada saat hutang jatuh tempo. 
Aktivitas semacam ini, berlaku luas di kalangan masyarakat 
Arab sebelum datang Islam, sehingga masyarakat pada saat itu 
melakukan muamalah dengan cara tersebut. 
Riba dikerjakan orang di beberapa kota Arab di masa 
Jahiliyah. Karena itu ia disebut riba jahiliyah. Formula riba 
jahiliyah adalah transaksi pinjam-meminjam dengan satu 
perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah 
pinjaman pada waktu yang telah disepakati berikut tambahan. 
Pada saat jatuh tempo, si pemberi pinjaman (kreditur), 
meminta jumlah pinjaman yang dulu diberikan kepada 
peminjam (debitur). Jika debitur mengatakan belum sanggup 
membayar, kreditur memberi tenggang waktu, dengan syarat 
debitur bersedia membayar sejumlah tambahan di atas 
pinjaman pokok tadi. 
Al-Ra >zy menuturkan bahwa pada zaman jahiliyah, jika 
debitor berhutang seratus dirham kemudian tidak memiliki 
uang untuk membayar hutangnya pada saat yang telah 
ditentukan, kreditor akan menentukan tambahan atas jumlah 
pinjaman. Bila permintaan ini diterima, kreditor baru bersedia 
memberi tenggang waktu. Seringkali terjadi, tambahan yang 
diminta bukan hanya seratus dirham, tetapi sampai dua ratus 
dirham. Ketika tenggang waktu belum habis, ada lagi 
tambahan di atas jumlah hutang seluruhnya (tambahan atas 
jumlah pinjaman pertama berikut bunga). Hal ini terjadi 
berulang-ulang. Akibatnya, pinjaman yang hanya seratus 
dirham itu kelak akan diterima kembali oleh debitur dalam 
jumlah uang berlipat ganda.4  
                                                        
3Muhammad, Dasar-Dasar Keungan Islami (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), 
h. 65. 
4Al-Fakhr al-Ra>zy, al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz VII (Cairo: al-Mat}ba’at al-
Bahiyya, 1983), h. 94. 
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Riba yang dipraktekkan ini ternyata menjadikan kaum 
yang lemah semakin lemah. Karena ketidak mampuan debitur 
mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang telah 
ditentukan maka jumlah hutang mereka semakin bertambah 
karena riba itu. Sehingga akhirnya seluruh harta debitur habis 
oleh hutang yang semula kecil.5  
Obyek riba tidak hanya berupa uang, tetapi, dapat juga 
berupa hewan ternak. Al –T{abary menuturkan riwayat dari Ibn 
Zaid yang menirukan ayahnya, bahwa riba pada masa jahiliyah 
adalah berlipat ganda pada umur hewan ternak, seperti onta. 
Bila tiba masa yang telah disepakati, kreditur menemui debitur, 
lalu berkata, “Bayarlah hutangmu atau kamu memberi 
tambahan padaku.” Bila debitur punya, ia membayar hutang 
itu. Tetapi bila ia tidak punya onta, maka ia dianggap 
mempunyai hutang onta lebih tua dari pada yang dipinjamnya 
dulu. Begitu seterusnya sehingga nilai hutang debitur 
bertambah terus selagi ia belum dapat melunasi hutangnya.6  
Dari riwayat-riwayat tentang praktek riba itu dapat 
dicatat beberapa hal. Dalam banyak kasus, riba berkaitan 
dengan ketidaksanggupan peminjam mengembalikan 
hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian 
muncul kesepakatan berikutnya yang berupa penundaan 
pembayaran hutang, dengan catatan, peminjam memberi 
tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Agaknya, 
kesepakatan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa. 
Artinya, sekiranya peminjam sanggup melunasi hutang pada 
waktu yang disepakati itu, ia akan memilih melunasi hutang 
daripada menunda dengan memberi tambahan. Ini terlihat dari 
kenyataan bahwa jumlah hutang yang semakin lama semakin 
membesar sampai akhirnya harta peminjam habis dan hutang 
tidak terbayar. Dalam kasus semacam ini tampaknya hutang 
dilakukan orang untuk sekedar mempertahankan hidup, bukan 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.  
                                                        
5Al-Baid}a>wy, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Takwi>l, Jilid I (Mesir: Must}afa> 
al–Ba>bi, tt.), h. 154.   
6Al–T{abary, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, jilid IV (Mesir: ‘I<sa> al–Ba>b 
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Dengan pendekatan sosio ekonomi dapat diketahui 
bahwa riba, mempunyai karakter sebagai berikut : 
 Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari 
azas kemanusiaan dan keadilan. Dalam sejarah 
terbentuknya Hukum Islam di masa Rasul, pelarangan riba 
termasuk dalam sub sistem tata ekonomi yang dikehendaki 
Islam yang berpijak pada kemanusiaan dan keadilan. 
 Fenomena praktek riba membawa gambaran bahwa pada 
umumnya riba menghadapkan orang kaya dengan orang 
miskin, kendati terdapat juga antar orang kaya, namun, 
dengan kasus yang sedikit. 
 Dari fenomena itu diketahui bahwa riba merupakan senjata 
efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan 
orang kaya atas orang lemah 
 Riba merupakan perjanjian berat sebelah, secara psikologis 
telah memaksa satu pihak menerima perjanjian yang 
sebenarnya tidak didasari kerelaan. 
 Fenomena peminjaman yang bermuara riba pada masa 
Nabi dan sebelumnya menunjukan bahwa orang miskin 
mengambil posisi sebagai peminjam dan orang kaya sebagai 
pemberi pinjaman. Tetapi, meskipun tidak banyak kasusnya, 
ada juga transaksi riba dilakukan antara orang kaya, seperti 
yang terjadi antara keluarga Saqi>f dan Mughi>rah. Keluarga 
Saqi>f pernah menjadi peminjam dan pernah juga sebagai 
pemberi pinjaman, demikian juga keluarga al-Mughi>rah dan 
‘Abba>s ibn ‘Abd al-Mut}t{alib di Mekah. Dari segi peranan kota 
Ta>’if sebagai kota dagang, kendati tidak sebesar kota Mekah, di 
mana keluarga Saqi>f adalah pemegang kendali ekonominya.7 
Maka dapat dimengerti mereka banyak harta sebagai kreditor. 
Akan halnya ‘Abba>s ibn Abd al-Mut }t}alib, di samping dikenal 
sebagai saudagar kaya di Mekah juga dikenal sebagai 
pemungut riba. Dengan demikian secara khusus Nabi 
menegaskan bahwa mula-mula riba yang dilarang adalah riba 
pamannya, yaitu ‘Abba>s.8 
                                                        
7Ibn al-Athi>r, al-Ka>mil fi> al-Ta>ri>kh, Jilid II (Bairut: Da>r al-Bairut, 1956), 
8Ah}mad Ibn H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad, jilid V (Bairut: Maktabat al-
Isla>my, tt.), h. 73. 
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Dewasa ini fenomena tersebut cenderung terbalik. 
Hutang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang berharta 
kepada bank untuk mengembangkan usaha mereka. Sedangkan 
orang miskin, nyaris tidak berhubungan dengan bank karena 
untuk mendapatkan kredit di bank diperlukan jaminan, 
sedangkan mereka tidak memilikinya, khususnya pada 
masyarakat Indonesia. 9 
Dalam kasus seperti ini, peminjam tidak perlu disantuni 
karena bukan termasuk orang miskin. Bahkan dituntut 
mengembalikan hutang secepatnya dan sebaik mungkin. 
Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Nabi hendak 
mengembalikan hutangnya berupa onta. Beliau menyuruh 
seseorang mengambil seekor onta yang lebih besar dari onta 
yang dipinjamnya dulu, seraya berkata  khairukum ah }sanukum 
qada>an (sebaik-baik kamu adalah yang membaikkan 
pembayaran hutang).  
Para ulama fikih membagi riba kepada dua macam, 
yaitu riba> al-fad }l dan riba> al–nasi>’ah. Riba> al-fad }l adalah riba yang 
berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh para ulama 
fikih dengan10 “Kelebihan pada salah satu harta sejenis yang 
diperjualbelikan dengan ukuran syara’”11 
Rumusan riba> nasi >’ah telah dikemukakan oleh beberapa 
mazhab fikih. Menurut mazhab H{anafy adalah “tambahan atas 
benda yang dihutangkan, benda mana berbeda jenis dan dapat 
                                                        
9Dalam Surat Edaran Gubernur Bank Sentral disebutkan bahwa bank-
bank dapat memberikan kredit kepada nasabah apabila disertai agunan. 
Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang 
disediakan oleh debitur untuk menaggung pembayaran kembali suatu kredit, 
apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 
Lihat: Surat Edaran Gubernur Bank Sentral, Februari 1991, tentang Jaminan 
Kredit, h. 3. 
10Al-Kasa>ny, al-Bada>’i’ al-S{ana>’i’, jilid V (Bairut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 183. 
11Yang dimaksudkan dengan ukuran shara’ di sini adalah timbangan 
atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya 1 kg gula ditukar dengan 1 
¼ kg gula lainnya. Kelebihan ¼ kg dalam jual beli ini disebut dengan riba al-
fad}l.  Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam muqayyadah (barter), yaitu 
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ditakar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar atau ditimbang, 
tetapi sejenis”.12 
Mazhab Sha >fi’iy merumuskan sebagai berikut, “riba 
adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan 
tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada 
imbalan”.13 
Dari rumusan-rumusan tersebut disimpulkan bahwa 
riba > al-nasi >’ah  adalah kelebihan atas piutang yang diberikan 
orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu 
yang disepakati jatuh tempo.14 Apabila pada waktunya 
sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak 
sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka 
waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah  
pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak 
sejenis, riba > al-na >si’ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual  
beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang 
pembayarannya ditunda. Misal dalam barter barang sejenis, 
membeli satu kilogram beras dengan dua kilogram beras 
yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. 
Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang 
dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu 
tertentu, termasuk riba > al-nasi >’ah.15 
Dari rumusan itu dapat diketahui bahwa riba> nasi>’ah 
mempunyai unsur sebagai berikut: 
1. Terjadi karena hutang-piutang dalam jangka waktu 
tertentu. 
2. Pihak yang berhutang (debitor) berkewajiban memberi 
tambahan kepada pihak   yang berpiutang (kreditor) 
ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan 
perjanjian. 
                                                        
12Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz IV (Bairut: Da>r al-
Fikr, 1985), h. 672. 
13Ibid., h. 674. 
14Al-Kasa>ny, al-Bada>’i’ al-S{ana>’i’, jilid V, h. 183. Riba seperti ini disebut 
oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dengan riba> al-jaly. Lihat Ibn al-Qayyim al-
Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al–‘A<lami>n, jilid II (Bairut: Da>r al-Jail, 
1973), h. 140. 
15Ibid. 
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3. Objek peminjaman berupa benda ribawi. 
Dalam al-Qur’an terdapat 7 ayat yang berbicara 
mengenai masalah larangan riba. Tiga ayat yang turun dalam 
periode Makkah, yaitu QS. ar-Ru >m (30): 39. 16 Dalam ayat ini 
belum terlihat adanya keharaman melakukan riba, namun, 
sekedar menggambarkan bahwa riba yang dalam sangkaan 
orang menghasilkan penambahan harta dalam pandangan 
Allah tidak benar. Akan tetapi, zakatlah yang mendatangkan 
pahala yang berlipat ganda. Terhadap riba yang dibicarakan 
dalam QS. ar-Ru >m (30): 39, sebagian mufassir ada yang 
berpendapat bahwa riba yang dimasud adalah berupa 
pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak didasarkan 
pada keikhlasan, tetapi berharap imbalan yang lebih besar.17 
Ayat selanjutnya yang membahas tentang masalah riba 
adalah QS. al-Nisa>’ (4): 160-161.18 Pembicaraan tentang riba 
dalam ayat ini masih bersifat informasi bahwa di antara 
kezaliman orang Yahudi dulu adalah melakukan riba, padahal 
mereka sudah dilarang untuk itu. 
Pelarangan riba yang secara eksplisit dinyatakan oleh 
al-Qur’an tercantum dalam QS. A<li ‘Imra>n (3): 130:  “Hai Orang 
yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, 
bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keberuntungan.” 
Ketegasan larangan riba nampak jelas dalam QS. A<li 
‘Imra>n (3): 130 tersebut. Tampaknya pelarangan riba dalam al-
Qur’an datang secara bertahap seperti bertahapnya larangan 
minum khamr. 
                                                        
16“Dan suatu  riba  (tambahan)  yang  kamu berikan  agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka 
(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”  
17Ibn Kathi>r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, jilid III (Kairo: Da>r Ih}ya>’ al-Kutub 
al-‘Arabiyyah, 1952) h. 434. Dalam hal ini Ibn Kathi>r menyebutnya dengan 
riba> muba>h}. 
18“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas 
mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka 
dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan 
mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan 
karena mereka masih memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Kami 
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Menurut al-T{abary, ungkapan “janganlah memakan 
riba” ditunjukan setelah kebolehan mengkonsumsinya sebelum 
Islam. Pada masa ini, bangsa Arab mengkonsumsi riba yang 
berlaku di kalangan mereka terhadap pihak yang berhutang 
(debitur) yang tidak mampu mengembalikan hutangnya pada 
waktu jatuh tempo. Setelah melewati jatuh tempo, pihak 
piutang (kreditur) akan meminta pembayaran kembali dari 
debitur dengan tambahan dari hutangnya. Hal ini merupakan 
bentuk riba yang berlipat ganda.19   
Wahyu terakhir yang membicarakan tentang riba 
adalah QS. al-Baqarah (2): 275-280. Di antara ayat-ayat tersebut, 
QS. al-Baqarah, terutama ayat 278, adalah yang paling lengkap 
sebab turunnya. Dalam kelompok ayat ini al-Qur’an berbicara 
tentang riba dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba 
sebagai orang kesetanan yang tidak dapat membedakan 
antara yang baik dan buruk, sehingga ia menyamakan jual 
beli dengan riba. Al-Qur’an menegaskan bahwa jual beli 
itu halal dan riba itu haram. Karena itu, diingatkan bahwa 
orang yang menerima nasehat al-Qur’an akan beruntung 
dan orang yang ingkar diancam neraka.20 
2. Al-Qur’an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan 
sendi-sendi ekonomi, sedangkan shadaqah menyuburkan 
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, riba dimusnahkan 
sedangkan sadaqah dikembangkan.21 
3. Al-Qur’an memuji orang yang beriman, beramal saleh, 
menegakkan shalat dan membayar zakat.22 
4. Penegasan ulang larangan riba karena pelarangan riba 
pernah dinyatakan dalam QS. A<li Imra>n (3): 130 dan 
sekaligus mengancam pemakan riba. Serta memuji kreditur 
yang suka memaafkan debitur, karena peminjam 
mengalami kesulitan ekonomi.23 
                                                        
19Al–T{abary, Ja>mi’ al-Baya >n fi> Tafsi>r al-Qur’a>n, jilid IV, h. 59. 
20QS. al-Baqarah (2) :275. 
21QS. al-Baqarah (2) :276. 
22QS. al-Baqarah (2): 277. 
23QS. al-Baqarah (2): 278. 
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Ayat  yang menggambarkan criteria riba terdapat pada 
QS. al-Baqarah (2): 279:  
“Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok 
hartamu (falakum ru’u>su amwa>likum), kamu tidak menganiaya dan 
tidak pula dianiaya (la> taz}limu>na wa la> tuz}lamu>n) 
Terdapat dua pernyataan penting sebagai akhir dari 
pembicaraan tentang riba dalam sorotan al-Qur’an yang 
tersebut dalam QS. al-Baqarah (2): 279 yang jelas menunjukan 
pelarangannya, yaitu :  
1. Statemen “falakum ru’u>su amwa>likum” (bagimu pokok 
hartamu), yang kemudian disusul dengan statemen kedua, 
“la> taz}limu >na wa la> tuz}lamu >n” (kamu tidak melakukan 
penganiayaan dan tidak pula dianiaya).24 Statemen 
pertama menunjukan tentang penarikan pokok harta yang 
dipinjamkan oleh kreditur (pihak piutang) kepada debitur 
(pihak yang berhutang), pada sisi lain dijelaskan bahwa 
apa yang telah dilakukan oleh kreditur yang hanya 
meminta nilai pokok harta yang dipinjamkan kepada 
debitur tersebut tidak merupakan perbuatan aniaya, baik 
terhadap diri sendiri maupun terhadap debitur (la > 
taz}limu >na wa la> tuz}lamu>n) 
2. Masing-masing statemen di atas menunjukan indikasi 
saling berkaitan, satu sama lain tidak dapat berdiri 
sendiri tanpa dukungan yang lainnya. Jika kedua 
statemen tersebut dipisah dengan cara mengabaikan 
salah satu darinya, maka akan terjadi pengkaburan 
makna dari maksud pesan al-Qur’an. Atas dasar itu, 
maka dalam penafsiran untuk menjelaskan makna riba 
harus memberi penekanan yang sama terhadap kedua 
statemen tersebut. Lebih parah lagi apabila dalam 
menafsirkannya hanya memperhatikan statemen 
“falakum ru’u >su amwa >likum”  dan mengabaikan statemen 
“la taz }limu >na wa la > tuz }lamu >n”. Karena statemen yang 
kedua pada dasarnya mencerminkan sebagai kerangka  
metodologi yang hampir diikuti oleh seluruh madzhab 
Hukum Islam, sekaligus sebagai unsur pokok untuk 
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mengetahui setiap perintah dan larangan dalam al-
Qur’an yang dihasilkan melalui interpretasi yang 
mendalam terhadap makna yang relevan dari sebuah 
teks, juga dapat memberi perhatian terhadap penyebab-
penyebab utama dari munculnya larangan dan perintah 
tersebut. 
Dari hasil penelusuran diketahui bahwa setiap kali al-
Qur’an berbicara tentang riba, istilah zakat atau padanannya 
selalu diiringi antitesanya. Ini memberikan kesan umum 
bahwa yang dilarang mempraktekkan riba adalah orang 
berharta. Sebab mereka yang diperintah mengeluarkan zakat 
dan semisalnya. Kedua jenis transaksi ini baik zakat maupun 
riba, dilakukan oleh dua pihak. Pihak penerima zakat dan 
pembayar riba adalah orang miskin, sedangkan pembayar 
zakat dan penerima riba adalah orang kaya. Dengan 
demikian, riba adalah dalam konteks transaksi antara orang 
kaya dengan orang miskin. Orang yang seharusnya 
mengeluarkan zakat  sebagai santunan kepada orang miskin, 
justru sebaliknya, menindas dan memeras orang miskin 
dengan cara riba.25  
Meskipun kesan tersebut begitu kuat, tetapi perlu 
diingat bahwa dalam kenyataan, praktek riba juga dilakukan 
antar orang kaya sebagaimana terlihat dalam kasus riba antara 
keluarga Saqi>f di Ta>’if dan keluarga Mughi>rah di Makkah 
sebagaimana yang dikemukakan di muka. 
Dengan praktek riba maka fungsi sosial harta kekayaan 
menjadi tidak ada, sehingga kesenjangan antara kaya dengan 
miskin menonjol. Berbeda dengan riba, dalam zakat dan 
sadaqah, fungsi sosial harta diperankan sehingga hubungan 
antara orang kaya dan miskin terjalin dengan baik. Praktek riba 
dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” yang 
pada umumnya pemberi pinjaman diperankan orang kaya dan 
penerimanya orang miskin, telah mendatangkan kesengsaraan 
(z}ulm). Z{ulm yang dulu terjadi menggambarkan sulitnya orang 
miskin mengangsur pelunasan hutang berikut bunganya. 
                                                        
25Muh. Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan 
Antisipatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), h. 86. 
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Tampaknya kezaliman yang menimpa orang miskin selaku 
peminjam menjadi keprihatinan penting bagi al-Qur’an. 
Sekiranya “penambahan” tersebut tidak mendatangkan 
kesengsaraan (zulm) tentu al-Qur’an tidak membicarakannya. 
Dengan demikian, secara esensial, riba tidak terlepas dari z}ulm 
ini.26  
Dalam rangka kemanusiaan dan menjauhi z}ulm, 
kreditur tidak dibenarkan memungut “tambahan” dari debitur. 
Sedapat mungkin kreditur menolongnya, memberi tenggang 
waktu kepada debitur yang menghadapi kesulitan itu. Lebih 
utama jika kemudian kreditur mau untuk memaafkan, 
menyedekahkan seluruhnya atau sebagian harta yang 
seharusnya dikembalikan oleh debitur. Sebaliknya, jika 
peminjam adalah orang kaya/mampu, ia dituntut untuk segera 
mengembalikan pinjamannya agar dana itu dapat segera 
dipergunakan pemiliknya. Sebab tidak dapat diketahui pasti 
kalau sebenarnya pemilik hendak menggunakan dana yang 
sedang dipinjamnya tersebut. Rasulullah mencela orang yang 
mengulur-ulur pembayaran hutang tanpa sebab, padahal 
sebenarnya ia mampu, yaitu dalam sabdanya, “Mengulur 
waktu pembayaran hutang oleh orang kaya adalah sebuah 
kezaliman.”27 
Apabila peminjaman dilakukan antar orang kaya, maka 
gambaran sulitnya pengembalian hutang seperti yang dialami 
orang miskin dan timbulnya z}ulm tidak kelihatan, kendati pada 
kasus tertentu kemungkinan itu ada. Jadi dalam kasus yang 
tergambar dalam konteks ayat-ayat riba adalah betapa sulitnya 
debitur mengembalikan pinjaman, maka dalam kasus yang 
pertama adalah bagaimana teknis pembagian keuntungan hasil 
“memutar” dana pinjaman.  
Saat ini peminjaman dalam jumlah besar dilakukan 
pengusaha mapan melalui jasa bank, dalam rangka 
meningkatkan kekuatan bisnisnya. Untuk kasus seperti ini 
tidak ada petunjuk dari nas}s} agar menyantuni pihak debitur. 
                                                        
26Ibid., h. 86. 
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Namun demikian tidak berarti bahwa orang kaya boleh 
diperas. 
 
C. Wacana Seputar Bunga Perbankan 
1. Peranan dan Fungsi Bank 
Bank pada awalnya hanya berfungsi sebagai lembaga 
penukar mata uang antar bangsa yang berbeda. Dalam 
perkembangannya di lalu lintas perekonomian modern, 
ternyata bank muncul sebagai lembaga keuangan vital, dengan 
inti kegiatan menyediakan jasa “permintaan dan penawaran” 
di samping jasa-jasa di bidang lain. Sehingga lembaga 
perbankan dalam perekonomian modern adalah lembaga 
perantara dan penyalur dana antara pihak yang berlebihan 
dengan pihak yang kekurangan dana. Peran ini disebut financial 
intermediary.  
Terkait dengan perannya sebagai financial intermediary, 
tugas bank adalah menerima pinjaman dan memberi pinjaman. 
Peran bank semakin kompleks seiring dengan kebutuhan 
manusia yang juga kompleks. Jasa pelayanan bank semakin 
bertambah, seperti penukaran mata uang, pengiriman uang 
dari satu tempat ke tempat lain, mengeluarkan serta 
mengedarkan uang. Bank tidak hanya berperan melancarkan 
transaksi perdagangan dan pembayaran, namun, juga 
memberikan jaminan perlindungan keamanan uang. Agar 
manajemen perbankan berjalan tertib, maka disetiap negara 
didirikan bank sentral di samping bank-bank umum. Bank 
sentral merupakan induk dari bank-bank lain. Di Indonesia, 
fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia, 
sebagaimana diatur oeh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan jo. Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. 
Menilik dari tugas dan fungsi yang diberikan bank 
kepada masyarakat, maka bank bisa dikatakan bergerak dalam 
bidang perdagangan, dimana uang dan jasa sebagai komoditas 
perdagangan. Bank dapat dikatakan membeli uang dari 
masyarakat pemilik dana ketika menerima simpanan, dan 
menjual uang kepada masyarakat yang memerlukan dana 
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ketika memberikan pinjaman kepada mereka. Sebagai usaha 
dagang ini, tentunya bank berorientasi kepada keuntungan.28 
Bank sebagai lembaga usaha dagang, usahanya 
berkaitan dengan memindahkan uang, menerima dan 
membayarkan kembali uang dalam rekening koran, 
mendiskontokan surat wesel, surat order maupun kertas 
dagang lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, 
memberi kredit/pinjaman dan memberi jaminan. 
 
2. Suku Bunga Perbankan 
Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata 
interest. Secara istilah dinyatakan dalam kamus bahwa interest is 
a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount 
loaned. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang yang 
biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang 
dipinjamkan.29 Pendapat lain menyatakan interest yaitu 
sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk 
penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan 
dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkut 
paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.30 Bunga 
dapat pula didefinisikan sebagai harga dari uang dalam 
transaksi jual beli.  
Pada sisi lain, transaksi tersebut merupakan kerja sama 
timbal balik antara bank dengan masyarakat, yang telah 
membuahkan suatu kekuatan untuk menunjang kegiatan serta 
perkembangan ekonomi. Dari sisi ini, masyarakat yang 
menyediakan dana dengan imbalan bunga, menyimpan 
harta/dananya di bank, dan oleh pihak bank disalurkan 
kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan usaha, 
dengan memungut jasa pemakaian dana yang juga disebut 
bunga. Dengan demikian, bunga yang ditarik oleh bank dari 
                                                        
28Nurul Huda, et.al., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 236. 
29Karnaen Purwaatmaja, ”Apakah Bunga Sama Dengan Riba?”, Kertas 
Kerja Seminar Ekonomi Islam, (Jakarta: LPPBS, 1997) 
30Muhammad, Kibijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam (Jakarta: 
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pemakaian jasa di sini merupakan ongkos dan administrasi. 
Terdapat dua alasan, mengapa bank perlu membayar bunga 
kepada penyimpan dana : 
1. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah 
mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang 
mungkin diperoleh dari pemakaian dana tersebut 
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah 
mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk 
keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi modern 
adalah “nilai uang sekarang lebih berharga daripada 
nilainya di masa yang akan datang”. Dalam hal tabungan 
berjangka, penabung mengorbankan sebagian 
likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapai 
kepentingan tidak terduga. 
3. Faktor inflasi menjadi pertimbangan perlunya imbalan 
kepada penabung.31  
Bunga yang ditarik oleh bank dari pemakai jasa di sini 
merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa, karena bank 
harus mengeluarkan sejumlah dana untuk:  
1. Biaya dana (cost of fund) yang meliputi : 
a. Biaya bunga yang dibayarkan kepada penabung 
b. Biaya overhead yang terkait dengan masalah pengelolaan 
bank (termasuk dalam item ini, biaya gaji pegawai, 
biaya penyusutan dan pemeliharaan gedung serta biaya 
penyelenggaraan administrasi bank).  
2. Faktor resiko tidak kembalinya kredit. 
3. Cadangan inflasi. 
Sehingga biaya yang dibebankan kepada peminjam 
lazim disebut bunga debit. Bunga debit sebenarnya bukanlah 
keuntungan bersih bank, melainkan keuntungan yang harus 
dikurangi untuk berbagai biaya dan sisanya menjadi bagian 
antara bank dan juga penabung atau penyimpan dana. 
Dalam sistem ekonomi konvensional bunga merupakan 
harga dari uang (price of capital). Dimana dalam literatur-
literatur ekonomi moneter banyak disebutkan bahwa tinggi 
                                                        
31Sumitro Djojohadikusumo, Perkembangan Pemikian Ekonomi: Dasar Teori 
Dalam Ekonomi Umum  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991), h. 88. 
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rendahnya permintaan dan penawaran akan uang tergantung 
pada tingkat bunga. Dalam mekanisme ini bunga akan 
memiliki perilaku  persis seperti harga sebagaimana pada pasar 
barang. 
Operasi perbankan konvensional sebagian besar 
ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana 
masyarakat melalui pelayanan dan bunga yang menarik. Suatu 
tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila : 
1. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga 
yang lebih rendah, dana yang disimpan nilainya akan 
habis dikikis inflasi,  
2. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena 
pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya 
sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih 
menguntungkan untuk disimpan (diinvestasikan) di luar 
negeri, 
3. Lebih bersaing di dalam negeri, karena penyimpan dana 
akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat 
bunga simpanannya dan memberikan berbagai jenis 
hadiah atau bonus. Kemudian pada sisi penyaluran dana 
tingkat bunga simpanan itu ditambah dengan persentasi 
tertentu untuk spread yang terdiri dari : biaya operasional, 
cadangan kredit macet, cadangan wajib dan profit marjin, 
dibebankan kepada peminjam dana. Artinya, peminjam 
danalah yang sebenarnya membayar bunga simpanan dan 
spread  pada bank itu. 32  
Suku bunga bank tidak selamanya stabil, namun, 
berfluktuatif. Hal ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
yaitu: likuiditas masyarakat, ekspektasi inflasi, besarnya suku 
bunga di luar negeri dan ekspektasi perubahan nilai tukar dan 
premi atas resiko. 
Sebagai intermediaris, bank memperoleh spread  sebagai 
salah satu sumber pendapatan yang pada umumnya justru 
merupakan pendapatan utama. Hal tersebut di atas 
mengandung makna bahwa satu tingkat bunga simpanan yang 
tinggi itu bisa terjadi karena tingkat inflasi yang tinggi, 
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dan/atau tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi dan/atau  
tingkat persaingan antar bank yang tinggi. Sebaliknya, suatu 
tingkat bunga pinjaman yang tinggi bisa terjadi karena tingkat 
bunga simpanan yang tinggi sebagai sumber dana dan/atau 
tingkat spread yang tinggi. Proses penentuan tingkat bunga 
seperti tersebut di atas cenderung lebih mudah mengakomodir 
kenaikan dari pada penurunan tingkat bunga. Hal tersebut 
disebabkan karena untuk menurunkan tingkat bunga harus 
dimulai dari menurunkan tingkat bunga simpanan yang 
mengandung resiko pindahnya penyimpan dana dari bank 
yang menurunkan tingkat bunga ke bank yang memberikan 
tingkat bunga lebih tinggi. 
Sistem bunga menentukan keuntungan pasti (no risk and 
return sharing). Sekali tingkat bunga ditetapkan maka menjadi 
kewajiban bagi penerima pinjaman untuk membayarnya, tidak 
peduli apakah dana yang dimanfaatkan itu mendapatkan 
keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, bunga menjadi suatu 
perolehan tetap dan pasti (fixed and certain return) bagi pihak 
kreditur. Tingkat bunga ditentukan diawal akad pinjaman dibuat 
dalam ukuran persentase terhadap nilai pokok pinjaman. Besaran 
nilai bunga ini pada umumnya tidak akan mengalami perubahan 
hingga pelunasan pinjaman tersebut, kecuali ada perjanjian untuk 
melakukan penyesuaian dengan tingkat bunga pasar. Jadi, 
pinjaman dibuat  (pre determined) dalam ukuran persentase 
terhadap nilai pokok pinjaman. Besarnya nilai bunga ini pada 
umumnya tidak akan mengalami perubahan hingga pelunasan 
pinjaman tersebut, kecuali ada perjanjian untuk melakukan 
penyesuaian dengan tingkat bunga pasar. Jadi, dalam sistem 
bunga terdapat sebuah kepastian tentang nilai tambahan atas 
pokok yang harus dibayarkan oleh peminjam (otomatis juga 
diterima oleh pemberi pinjaman). 
 
D. Interpretasi Tentang Riba Relevansinya dengan Bunga 
Bank 
Para Sarjana Muslim modern berbeda pandangan 
tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan 
dalam al-Qur’an teraplikasikan dalam bunga bank modern. 
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Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari 
permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu:  
Pertama, Pelarangan riba dipahami berdasarkan legal 
formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fikih 
klasik yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan ) adalah 
riba.  
Kedua, larangan riba dipahami dengan menekankan 
pada aspek rasional, melalui pemahanaman ini, unsur 
ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya.33 
Pemahaman yang pertama, memahami riba 
berdasarkan legal formal menekankan bentuk legal dari riba 
sebagaimana yang diungkapkan dalam Hukum Islam dan 
menegaskan bahwa pernyataan yang ditetapkan di dalam al-
Qur’an harus diambil makna harfiahnya (tekstual), tanpa 
memperhatikan apa yang dipraktekkan di dalam periode pra 
Islam. Menurut pandangan ini karena al-Qur’an telah 
menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil,34 maka 
tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan 
kenyataan itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di 
dalam sebuah transaksi pinjaman adalah tidak relevan. Apapun 
keadaannnya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk 
menerima tambahan atas dan melibihi uang pokok.35 
Beberapa tokoh yang berpegang pada pemahan legal 
formal di antaranya Abu> al-A’la > al-Maudu>dy, Abu > Zahrah dan 
Wahbah al-Zuhaily.  
Al-Maudu>dy, membahas lebih jauh persoalan 
ketidakadilan dalam riba, menurutnya yang dimaksud “z}ulm” 
(ketidakadilan) itu merupakan alasan mengapa bunga atas 
pinjaman itu tidak dibolehkan. Mawdudi mendefinisikan riba 
dengan “jumlah yang diterima oleh pemberi pinjaman 
(kreditur) dari penerima pinjaman (debitur) dengan angka 
bunga yang pasti”. Dengan alur pikir seperti ini, maka ia 
                                                        
33Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: a  Study of The Prohibition 
of Riba and Contemporery Interpretation (New York: E. J. Brill Leiden-KOLN, 
1996), h. 72. 
34Sebagaimana dinyatakan QS. al-Baqarah (2): 279 “…falakum ru’u>su 
amwa>likum..” 
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menafsirkan riba dengan cara tidak membolehkan setiap 
tambahan dalam pinjaman.36 
Wahbah al-Zuhaily mambahas hukum bunga bank 
dengan menggunakan sudut pandang yang sama dengan al-
Maudu>dy, menurutnya, bunga bank termasuk riba> al-nasi >’ah. 
Karena bunga bank termasuk kelebihan atas tambahan yang 
dipungut dengan tidak disertai imbalan melainkan karena 
semata-mata karena penundaan tenggang waktu pembayaran.  
Muh}ammad Rashi>d Rid}a> (seorang mufassir kontemporer 
Mesir) setelah menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan 
larangan dan keharaman riba menyampaikan pernyataan 
hipotesis “jika seseorang menyerahkan harta kepada pihak lain 
sebagai investasi  (modal kerja) dan ia menetapkan presentasi 
keuntungan dari hasil usaha tidak termasuk riba. Karena 
transaksi investasi seperti ini menguntungkan kedua belah 
pihak. Sedangkan yang diharamkan, menurutnya, adalah yang 
menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan 
pihak lain tanpa suatu usaha.37 
Adapun tokoh kontemporer yang menekankan 
pemahaman larangan riba pada aspek rasional di antaranya 
Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Sa’i>d al-Najja>r 
(1989) dan Abd al-Mun’im al-Nami>r (1989). Mereka 
menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk 
pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari 
larangan riba sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum 
Islam. Argumentasi mereka adalah sebab dilarangnya riba 
kartena menimbulkan ketidakadilan, sebagaimana dalam al-
Qur’an diungkapkan ”la> taz}limu >na wa la> tuz}lamu>n” (kamu tidak 
menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Mereka juga 
mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan para 
ulama klasik, di antaranya seperti al-Ra >zy, Ibn Qayyim, dan Ibn 
Taimiyyah. Al-Ra>zy dalam menjelaskan di antara sebab-sebab 
larangan riba menyatakan bahwa pemberi pinjaman (kreditur) 
                                                        
36Abu> al-A’la> al-Maudu>dy, Towards Understanding The Qur’an (Kuwait: 
IIFSO, 1986), h. 213. 
37Muh}ammad Rashi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r, juz III (Bairut: Da>r al-
Ma’rifah, tt.), h. 113-114. 
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akan semakin kaya, sedangkan peminjam dana (debitur) akan 
semakin miskin. Oleh karenanya, ia tidak membolehkan 
transaksi yang mengandung unsur riba termasuk membuka 
jalan bagi pihak yang kaya melakukan pemerasan terhadap 
pihak miskin atas sejumlah kelebihan tangguhan.38 Menurut 
Ibn Qayyim, pakar fikih Mazhab H{anbaly, mengatakan 
larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Berdasarkan 
praktek riba pada masa pra-Islam, dalam banyak kasus para 
peminjam (debitur) adalah kalangan miskin yang tidak punya 
pilihan lagi kecuali menangguhkan pembayaran hutangnnya.39  
Berdasarkan alasan ini, menurut para tokoh 
kontemporer tersebut, pelarangan riba secara moral menopang 
dalam perubahan sosial-ekonomi masyarakat.  
Muhammad Asad, seorang mufassir modern, 
mengatakan, “Secara kasar dapat dikatakan, bahwa kekejaman 
riba (dalam pengertian yang digunakan dalam al-Qur’an dan 
hadis Nabi) terletak pada keuntungan yang diperoleh melalui 
pembebanan (tangguhan) bunga pinjaman yang mencerminkan 
tindakan eksploitatif terhadap pihak yang secara ekonomi 
lemah. Melalui pertimbangan rasional, yang termasuk katagori 
riba adalah segala bentuk transaksi pembiayaan yang tujuan 
akhirnya mencerminkan tindakan amoral yang secara langsung 
berhubungan dengan kehidupan sosial-ekonomi yang 
mendasari saling keterikatan antara debitor dan kreditor.”40  
Sedangkan menurut Fazlur Rahman, penyebab 
dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi 
terhadap kaum fakir miskin daripada faktor bunganya 
(tambahan). Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman 
yang mengakibatkan kesengsaraan pihak lain.  
Quraish Shihab, (tokoh mufassir Indonesia), setelah 
menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba 
menyimpulkan illat keharaman riba adalah al-z}ulm (aniaya), 
sebagaimana tersirat dalam QS. al-Baqarah (2): 279. 
                                                        
38Al-Fakhr al-Ra>zy, al-Tafsi>r al-Kabi>r, Juz VII, h. 94. 
39Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n, jilid II, h. 157. 
40Muhammad Asad,  The Massage of The Qur’an (Gibraltar: Da>r al-
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Menurutnya, yang diharamkan adalah bunga atau tambahan 
yang dipungut secara z}ulm (penindasan atau pemerasan) dan 
tidak semua bunga.41 
Para ahli Hukum Islam dalam menanggapi berbagai 
macam bentuk bunga (interest) yang dipraktekkan dalam sistem 
perbankan konvensional berusaha membedakan 
pandangannya antara membolehkan bunga bank secara sah 
dan menurut ketentuan yang menolaknya. Penolakan terhadap 
bunga bank, umumnya berdasarkan pada pehaman dari 
adanya unsur ketidakadilan. 
Beberapa pandangan tokoh Islam kontemporer di atas 
cukup untuk menggambarkan dua paradigma Hukum Islam 
mengenai bunga bank. Pertama, paradigma tekstual yang 
memahami bunga bank secara induktif. Paradigma ini 
berpegang pada konsep setiap hutang-piutang yang disertai 
tambahan (bunga) adalah riba. Sesungguhnya pendekatan 
induktif ini berpijak pada teori al-qiyas yang bersandar pada 
‘illah jalliyyah  (‘illah yang jelas). Metode al-qiyas (analogi) 
digunakan untuk mengidentifikasi dan mencari kesamaan ciri 
pokok  kasus yang mans}u >s } dengan yang ghair mans}u >s }. Ciri 
pokok kasus yang dicari dalam metode ini disebut ‘illah.42 ‘Illah 
merupakan sifat formal sesuatu untuk membedakannya dari 
yang lain yang menjadi dasar penetapan hukum.43 Berdasarkan 
paradigm ini, antara riba dan bunga bank keduanya disatukan 
oleh ‘illah yang jelas sama berupa “tambahan” atau bunga, 
sehingga memberikan sebuah keputusan hukum bahwa bunga 
bank adalah sama dengan riba yang diharamkan. 
                                                        
41Quraish Shihab, “Riba Menurut al-Qur’an”, Dalam Kajian Islam Tentang 
Berbagai Masalah Kontemporer (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), h. 138. 
42Ada yang menerjemahkan ‘illah dengan “kausa efisien, kausa efektif, 
nilai hukum atau rasio legis”. 
43Dalam ushul fikih, qiyas mempunyai unsur-unsur yang disebut rukun 
qiyas, yaitu, pertama, al-as}l, yaitu sesuatu yang dijadikan ukuran qiyas berupa 
nas}s }-nas}s } yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber 
hukum. Kedua, al-far’ (cabang), yaitu sesuatu yang tidak ada ketentuan 
nas}s }nya atau sesuatu yang diqiyaskan. Ketiga, al-h}ukm, yaitu hukum yang 
dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari as}l kepada far’. Keempat, 
‘illah, yaitu alasan serupa atau ciri pokok antara as}l dan far’. Lihat Muh}ammad 
Abu> Zahrah,  Us}u>l al-Fiqh (Bairut: Da>r al-Fikr, tt.), h. 305-7.  
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Kedua, Paradigma kontekstual yang memahami bunga 
bank secara deduktif. Sesungguhnya paradigma deduktif ini 
berpijak pada teori al-istih }sa>n. Menurut bahasa, istih}sa>n berarti 
“menilai baik”, dengan maksud menilai baik atas sesuatu yang 
tidak dibicarakan secara eksplisit dalam nash. Hal ini dilakukan 
karena adanya pertimbangan bahwa bila sesuatu “diputuskan” 
melalui qiyas atau dalil tertentu, hasilnya akan bertentangan 
dengan prinsip umum penetapan suatu peraturan. Istih}sa>n juga 
diartikan sebagai “berpaling dari satu qiyas ke qiyas lain,“ 
dengan tujuan memperoleh “ketetapan” yang lebih sesuai 
dengan maksud sha>ri’. Menurut Imam Ma>lik, sebagaimana 
dikutip al-Sha>t}iby, istih}sa>n adalah mengamalkan salah satu di 
antara dua dalil yang lebih kuat  atau mengambil maslahat 
yang bersifat khusus dengan meninggalkan dalil yang bersifat 
umum.44 Nampaknya, istih}sa>n dapat disebut juga sebagai 
“pintu darurat” yang akan dibuka ketika suatu masalah tidak 
terjawab dengan qiyas atau dalil lain.45 
Paradigma ini berusaha menguji persangkaan qiyas 
bunga bank terhadap keharaman riba dengan menguji konteks 
masing-masing. Sebagian ahli, sebagaimana telah disampaikan 
di muka, menemukan perbedaan konteks antara keduanya. 
Konteks keharaman riba dalam al-Qur’an adalah memungut 
tambahan (bunga) kepada pihak-pihak yang seharusnya 
ditolong, sehingga mereka menyimpulkan ‘illah keharaman riba  
adalah sifat z}ulm. Kemudian, jika kembali kepada pangkal 
persoalan larangan riba, maka “tambahan” tidak memiliki 
makna yang berarti. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang 
bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. 
Karenanya, ‘illah larangan riba seharusnya z}ulm, bukan 
tambahan. 
                                                        
44Al-Sha>t}iby, al-Muwa>faqa >t fi> Us}u>l al-Fiqh, jilid IV (Mesir: Maktabat al-
Tija>riyyah, tt.), h. 206-208. 
45Pencetus konsep istih}sa>n adalah Imam Abu> H{ani>fah. Imam al-Sha>fi’iy 
merasa yakin bahwa qiyas dapat menyelesaikan semua persoalan yang tidak 
disebut secara eksplisit oleh nas}s}. Oleh karena itu, Imam al-Sha>fi’iy tidak 
menggunakan istih}sa>n, bahkan mengatakan barangsiapa ber-istih}sa>n berarti 
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Sedangkan bank adalah lembaga niaga (tija>rah) yang 
menjadi mediator antara pihak yang ingin menyimpan atau 
menanamkan modal (investor) dan pengusaha yang 
membutuhkan modal. Jadi, pinjam meminjam atau utang 
piutang dalam perbankan bukan dalam konteks tolong-
menolong antara si kaya dan si miskin, melainkan tija>rah 
(niaga) untuk mencari keuntungan bersama antara pihak 
pemilik modal, pengguna modal dan pihak perbankan. Hasil 
analisis kontekstual seperti ini mengharuskan mereka 
meninggalkan keputusan qiyas dan mengedepankan metode 
istih }sa>n.  
 
E. Penutup 
Interpratasi tentang riba sebagaimana yang diterangkan 
dalam al-Qur’an relevansinya dengan bunga bank terfokus 
pada permasalahan sentral sebagai berikut, yaitu pertama, 
pelarangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana 
yang dikonseptualisasikan dalam fikih klasik yang memahami 
bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba, sehingga sedikit 
maupun banyak hukumnya adalah haram. Pemahaman secara 
legal formal atau tekstual ini memahami bunga bank secara 
induktif yang berpijak pada teori qiyas yang bersandar pada 
‘illah jaliyyah  (‘illah yang jelas). Dalam hal riba dan bunga bank 
keduanya disatukan oleh ‘illah “tambahan” atau bunga.  
Kedua, larangan riba dipahami dengan menekankan 
aspek rasional melalui alur pikir deduktif, yang mencoba 
menginterpretasikan riba dengan melihat konteks masing-
masing (paradigma kontekstual). Konteks keharaman riba 
dalam al-Qur’an adalah memungut tambahan (bunga) yang 
bermuatan ketidakadilan, sehingga mereka menyimpulkan 
‘illah keharaman riba adalah sifat z}ulm. Sedangkan bank adalah 
lembaga niaga (tija>rah) yang menjadi mediator antara pihak 
yang ingin menyimpan/menanamkan modal (investor) dan 
pengusaha yang membutuhkan modal. Hutang piutang dalam 
perbankan bukan dalam konteks tolong-menolong antara si 
kaya dan si miskin, melainkan tija>rah (niaga) untuk mencari 
keuntungan bersama antara pihak pemilik modal, pengguna 
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modal dan pihak perbankan. Hasil analisis kontekstual ini 
mengharuskan mereka meninggalkan qiyas dan 
mengedepankan metode istih}sa>n. Dengan merujuk kepada 
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